TANGGUNGJAWAB

1. ATASAN PPID BERTANGGUNGJAWAB MEMBANGUN DAN
MENGEMBANGKAN SISTEM LAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG

MELIPUTI PROSES PENYIMPANAN, PENDOKUMENTASIAN,
PENYEDIAAN, DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK,
MENYELESAIKAN KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI

PUBLIK, SERTA MEWAKILI BADAN PUBLIK DALAM HAL TERJADI
SENGKETA INFORMASI.

2. PPID BERTANGGUNGJAWAB MELAKSANAKAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK YANG MELIPUTI PROSES PENYIMPANAN,
PENDOKUMENTASIAN, PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI BADAN PUBLIK.

3. PPID PELAKSANA BERTANGGUNGJAWAB MEMBANTU
PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG MELIPUTI
PROSES PENYIMPANAN, PENDOKUMENTASIAN, PENYEDIAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI MASING-MASING UNIT
KERJA/SATUAN KERJA /UNIT ORGANISASI/ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH/SEBUTAN LAINNYA.

4. TIM PERTIMBANGAN BERTANGGUNGJAWAB MEMBANTU
MERUMUSKAN PERTIMBANGAN TERTULIS, DAFTAR INFORMASI
PUBLIK, DAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.

5. PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BERTANGGUNGJAWAB
MENYIAPKAN KEBUTUHAN PPID DALAM PROSES PENYIMPANAN,
PENDOKUMENTASIAN, PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK.

FUNGSI

MELAKUKAN PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI
ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG DILAKUKAN OLEH
PPID KABUPATEN BULELENG.

ATASAN PPID

1. MENUNJUK PPID DAN PPID PELAKSANA;

2. MENYUSUN ARAH KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI BADAN PUBLIK;

3. MENYELESAIKAN
INFORMASI PUBLIK;

4. MEWAKILI BADAN PUBLIK DI DALAM PROSES PENYELESAIAN
SENGKETA DI KOMISI INFORMASI DAN/ATAU DI PENGADILAN;
DAN

5. MELAKUKAN PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI, DAN
MONITORING ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI
PUBLIK YANG DILAKUKAN OLEH PPID DAN PPID PELAKSANA.

KEBERATAN ATAS PERMINTAAN

WEWENANG:

1. MENETAPKAN DAN MENGANGKAT PPID DAN PPID
PELAKSANA;

2. MENETAPKAN ARAH KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI BADAN PUBLIK;

3. MEMBERIKAN TANGGAPAN ATAS KEBERATAN YANG
DIAJUKAN OLEH PEMOHON INFORMASI PUBLIK UNTUK
DITINDAKLANJUTI OLEH PPID;

4. MENUNJUK PPID UNTUK MEWAKILI BADAN PUBLIK DI
DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DI KOMISI
INFORMASI DAN/ATAU DI PENGADILAN; DAN

5. MENETAPKAN STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN,
PENGAWASAN, EVALUASI, DAN MONITORING ATAS
PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK YANG
DILAKUKAN OLEH PPID PELAKSANA, PEJABAT FUNGSIONAL
DAN/ATAU PETUGAS PELAYANAN INFORMASI.

PPID PELAKSANA

TUGAS:

1. MEMBANTU PPID MELAKSANAKAN TANGGUNGJAWAB,
TUGAS, DAN KEWENANGANNYA;

2. MELAKSANAKAN KEBIJAKAN TEKNIS LAYANAN INFORMASI
PUBLIK YANG TELAH DITETAPKAN PPID;

3. MENGONSOLIDASIKAN PROSES
PENDOKUMENTASIAN, PENYEDIAAN DAN
INFORMASI PUBLIK;

4. MENGUMPULKAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK DARI
PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DI BADAN PUBLIK;

5. MEMBANTU PPID MELAKUKAN VERIFIKASI DOKUMEN
INFORMASI PUBLIK;

6. MEMBANTU MEMBUAT, MENGELOLA, MEMELIHARA, DAN
MEMUTAKHIRKAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK; DAN

7. MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN AKSELERASI LAYANAN
INFORMASI PUBLIK AGAR MUDAH DIAKSES OLEH PUBLIK

PENYIMPANAN,
PELAYANAN

WEWENANG:

PPID

1. MENYUSUN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK;
2. MENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK;
3. MENGOORDINASIKAN DAN MENGONSOLIDASIKAN PROSES

PENYIMPANAN, PENDOKUMENTASIAN, PENYEDIAAN, DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK;
4. MENGOORDINASIKAN DAN MENGONSOLIDASIKAN

PENGUMPULAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK DARI PPID
PELAKSANA DAN/ATAU PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DI
BADAN PUBLIK;

5. MELAKUKAN VERIFIKASI DOKUMEN INFORMASI PUBLIK;

6. MENENTUKAN INFORMASI PUBLIK YANG DAPAT DIAKSES
PUBLIK DAN LAYAK UNTUK DIPUBLIKASIKAN;

7. MELAKUKAN PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI ATAS
INFORMASI PUBLIK YANG AKAN DIKECUALIKAN;

8. MELAKUKAN PENGELOLAAN, PEMELIHARAAN, DAN
PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK;

9. MENYEDIAKAN INFORMASI PUBLIK SECARA EFEKTIF DAN
EFISIEN AGAR MUDAH DIAKSES OLEH PUBLIK; DAN

10. MELAKUKAN PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI, DAN
MONITORING ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN TEKNIS

WEWENANG:

1. MENETAPKAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK;

2. MENETAPKAN LAPORAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK;

3. MELAKSANAKAN RAPAT KOORDINASI DAN RAPAT KERJA
SECARA BERKALA DAN/ATAU SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
DALAM MELAKSANAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK;

4. MEMINTA KLARIFIKASI KEPADA PPID PELAKSANA DAN/ATAU
PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DALAM MELAKSANAKAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK;

5. MENETAPKAN DAN MEMUTUSKAN SUATU INFORMASI PUBLIK
DAPAT DIAKSES PUBLIK ATAU TIDAK BERDASARKAN PENGUJIAN
TENTANG KONSEKUENSI ATAS INFORMASI PUBLIK YANG AKAN
DIKECUALIKAN, DENGAN PERSETUJUAN ATASAN PPID;

6. MENOLAK PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN
MENYAMPAIKAN PERTIMBANGAN SECARA TERTULIS APABILA
INFORMASI PUBLIK YANG DIMOHON TERMASUK INFORMASI
YANG DIKECUALIKAN ATAU RAHASIA, DENGAN PERSETUJUAN
ATASAN PPID;

7. MENUGASKAN PPID PELAKSANA DAN/ATAU PETUGAS
PELAYANAN INFORMASI UNTUK MEMBUAT, MENGELOLA,
MEMELIHARA, DAN/ATAU MEMUTAKHIRKAN DAFTAR INFORMASI
PUBLIK; DAN

8. MENETAPKAN STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN,
PENGAWASAN, EVALUASI, DAN MONITORING ATAS PELAKSANAAN
KEBIJAKAN TEKNIS INFORMASI PUBLIK YANG DILAKUKAN OLEH
PPID PELAKSANA DAN/ATAU PETUGAS PELAYANAN INFORMASI.

1. MEMINTA DOKUMEN INFORMASI PUBLIK DARI PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DI BADAN PUBLIK;
2. MEMINTA KLARIFIKASI KEPADA PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DI BADAN PUBLIK DALAM MELAKSANAKAN PELAYANAN

INFORMASI PUBLIK; DAN

3. MENUGASKAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI UNTUK MENYIAPKAN DOKUMEN UNTUK MEMBANTU PPID DALAM
MELAKSANAKAN PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS INFORMASI PUBLIK YANG AKAN DIKECUALIKAN ATAU PEMBUATAN
PERTIMBANGAN TERTULIS DALAM HAL SUATU INFORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN ATAU PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

DITOLAK.



